
 

 
 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.118, 2009 KEUANGAN NEGARA. APBN 2009. Perubahan. 
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5041) 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2009 
TENTANG  

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun 
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan 
negara dalam rangka mewujudkan perekonomian 
nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna 
mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan 
demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2009 disusun sesuai 
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara 
dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara 
dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian 
nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 
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berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional; 

c. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2009, telah terjadi berbagai 
perkembangan perubahan keadaan yang sangat mendasar 
yang berdampak signifikan pada berbagai indikator 
ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan 
fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 
sehingga diperlukan adanya perubahan perkiraan atas 
APBN 2009; 

d. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 
Tahun Anggaran 2009, perlu segera dilakukan 
penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara dan 
hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan 
dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi 
lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian 
sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2009 dan 
jangka menengah baik dalam rangka mendukung 
kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, 
menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta 
meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan 
mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga 
stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan 
nasional; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2009. 

Menimbang : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4920). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2009. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 28, dan angka 31 
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan 
negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan 
negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri 
dan luar negeri. 

2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara 
yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan 
internasional. 
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3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang 
berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai 
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, 
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan, cukai, dan pajak lainnya. 

4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan 
negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. 

5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan 
yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber 
daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik 
negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, 
serta pendapatan badan layanan umum (BLU). 

6. Cost recovery adalah pengembalian atas biaya-biaya yang 
telah dikeluarkan (recoverable cost) oleh Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi 
minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai dengan 
ketentuan/peraturan yang berlaku. 

7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang 
berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri dan 
pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihak swasta dan 
pemerintah luar negeri, yang tidak perlu dibayar kembali, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara 
terus menerus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan 
tertentu. 

8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang 
digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan 
transfer ke daerah. 

9. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja 
pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian 
negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana 
Kerja Pemerintah yang akan dijalankan. 

10. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja 
pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi 
pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan 
keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi 
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi 
pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan 
fungsi perlindungan sosial.  
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11. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja 
pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja 
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga 
utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-
lain. 

12. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang 
digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang 
atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, 
pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang 
bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai 
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali 
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

13. Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang 
digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang 
habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang 
dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan 
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual 
kepada masyarakat serta belanja perjalanan. 

14. Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang 
dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk 
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, 
serta dalam bentuk fisik lainnya. 

15. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat 
yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan 
pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri 
maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan 
persyaratan untuk utang outstanding dan tambahan utang 
baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.  

16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada 
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, 
mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang 
memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, 
sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. 

17. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada 
bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehingga harga 
jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan. 

www.peraturan.go.id


